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PERIANJIAN KER.IASAMA

entera
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASURUAN
dengen

DPIC PERSATUAN TUNAITETRA INDONESIA
KABTJPATEN PASURUAN

tentrtrg
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

PEI{YANDANG DISABILITAS

Nomor :058/K Jl-2O I HNI.A!MfiY D02l
Nomor :0lE/I)PtC PERTUNUKIb, Pasuruan/TV202l

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat
di Pasurua4 kami yang bertanda trngan dibawah ini :

I. Nama
Jabatan
Alamat

IL Nama
Jabatan
Alamat

; Muhamad Nasrup, S.H
: Ketua Badan Pengawas Pemilihan [Jmrrm l(6$up6ten Pasuruan
: Jalan Untung Suropati No.23,Pasunran
Dalam hal ini bertindak untuk dan das ftrma Badan Pengawas Perdlihan Umum
Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertrma

: Sugirman
: Ketua DPC Persatuan Tuna Netra Indoensia (PERTUNI) Kablpaten Pasunran
: Jalan Sidobal'ti, RT 03 RW 07, Dusun Parelegi, Desa Purwodadi,
Kecamatan Puwodadi, Kabupato Pasunran.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPC PERTLINI Kabupaten Paswuan,
yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Selanjutnya Pihak Pertamadan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak

Pesal I
DASARHT'KUM

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum;
b. Undang-undang Nomff l6Tahun 20l Ttentang Organisasi Kemasyarakatan;
c. Undang-uodang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Pasal 2
KE-DUDTJKAN

a. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pernilihan Umum dan Pemilihan di wilayah
Kabupaten Pasuruan Jawa Timr4

b. Bahwa Pihak Kcdua adalah Persatnan Tmaneffa Indonesia (Pertuni), merupakan organisasi
kernasyarakatan Tunane,tra tingkat Kabupaten Pasruan;

1

t



c Bahwa Pera Pihek salins mmberikan dukungan dan melakukan pola kerjasma yangsating mengrmnmgkan;

Pasal 3
TUJUAI\Ia' sebagai landasan bersama bagl pare pibe. rurtuk melaksaoakan pengembangan

. L"nry*..o Pemilu partisipatif bagi penyandang disabilitas;
b. unruk mewujudkan pan u yang adil dan berintegritas dengan manumbuhkan kesadaran

pengawasan partisipatif masyarakar;
c. Terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunEoetra deat berpartisipasi penuh dalam

Pengawasal Pemilu Partisipatif atas dasar kesairaan;

Pasel 4
RUANGLINGIruP

a. Sosialisasi Pangawasan Pemilu dan Pemilihan;
b. Pembentukan Kader Pengawas Partisipatif;
c. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjufan;
d. Ngopi Barag Bawaslu Mend"'rga.;
e. Kursus Singkat (KURSI) Pengawasan Pemilu;
f. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
g. Para pihak dapat menujuk pihak t€rkait dilingkungan rnasing-masing pihalq untuk

melaksanakan ke{asama ini sesuai tugas dan fimgsinya;

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pre Pihel dituangkan dalam suatu P{anjian
Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh Pare Plhak

Pesel 6
PEMBIAYAAI\I

a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam pe{anjia kerjamma ini diatur
kemudian sesuai dengan per-auran yang berlakq

b. Hasil dari pelaksanaan kegiataq dievaluasi bersama pa'a pihak secara berkala;
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P.sal 7
JAIIGKA\trAKTU

a. Pe{anjian Kerjasama ini berlaku rurtuk jangka waktu 5 (lima) tahtm tefiitmg sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atar diakhiri atas kes@akatan Ptra Bihrk

b. Dalam hal mernperpanjang alau mengakhiri Perjanjian Kajasama ini sebagaimana
dimaksrd pada ayat (a), salah saru pihak wajib mernberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya selambu-lambarnya 2 (dua) bulan sebelumnyq

c. Perjanjian Ke{asama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;



Pasrl 8
PEI\IYELESA IAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diauara Pera Pihah yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau
penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat mtuk menyelesaikan
perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9
PENUTUP

a. Hal-hal yang behm diatur dalan P€rjqiian Kerjasama ini akan diatur kernudian
berdasarkan kesepakatan Prra Pihak dan dituatrgkan secard tertulis dalam suahr perubahan
(addendn) yang merupakan bagian yag tidak topisahkan dari Peqianjiat Kerjasara ini;

b. Perjanjian Kerjasama ini dr-buat dalam ranglap 2 (dua) asli masing- masing bermaterar
cukup s€rta mernpunyai kekuatan hukum yarg sama setelah ditaodatangani oleh Prrl Pihak
dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pasuruan
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Pihak Kedue,
DPC Persatuan Tunenetre lndoneia
Kabupa.ten Pasuruan
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